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PUTUSAN
Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Wgw
Z A z
P 5 Y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I tempat dan

tanggal lahir, Bone Bakal, 07 Juli 1972, NIK.

B 2022 Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Honorer di [ GNGNGEEEEEE

. o/cmat d

|

I <:bupaten Wakatobi dengan

menggunakan alamat domisili elektronik
INGETRIRE. scbagai Penggugat;
melawan

I (- npat dan tanggal lahir, Mola,
10 April 1969, NIK. [HIINGEGEGEGE. 2022
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, alamat di
|
I <abupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengguugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal
05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Wgw,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1991 Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai berdasarkan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor | tanggal 29 Januari 1991 karena itu
antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai
suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat yang beralamat di | INEEEEEEEEEEE
Kabupaten Banggai selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama
yang beralamat di [N
I <:2bupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 4
(empat) orang anak, yang bernama :

- I 7 Oktober 1991

(umur 32 tahun) Pendidikan S1
- . . o
September 1998 (umur 25 tahun) Pendidikan SMA
- [ O September
1998 (umur 25 tahun) Pendidikan SMA
- . 03 September
2003 (umur 20 tahun) Pendidikan SMA
Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah
kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan untuk
keperluan sehari-hari hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
5. Bahwa pada Agustus tahun 2022, Tergugat merantau untuk pergi
bekerja, namun selama hampir 2 (dua) tahun merantau, Tergugat hanya
mengirimkan uang sebanyak 1 kali saja kepada Penggugat, dan pada
tanggal 14 November 2023, Tergugat memberi tahu kepada Penggugat
untuk mengurus berkas perceraian;
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6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan
Agustus tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah

tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal

di rumah bersama yang beralamat di [ G
I  <-bupaten Wakatobi dan Tergugat
tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di || GGG
I <-bupaten Wakatobi

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh
keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan
rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik
untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia
memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (| EGcNGNGNGNGNG
) (<radap Penggugat (N
)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadi
adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan
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elektronik Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Wgw tanggal 07 Agustus 2024 dan
tanggal 22 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal
yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/lzin
Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama
Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [ |l

B < B - dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juli 2024.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Nomor

I 21002l 29 Januari 1991. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
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(@

B. Saksi-saksi.

1. I <t tanggal lahir Mola Selatan, 26

Desember 1984, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan
honor, tempat kediaman di [ G
I <:bupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama
B o ergugat bernama [
karena saksi adalah keponakan Tergugat sekaligus tetangga
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah, dan telah lama menikabh;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian

pindah ke rumah bersama yang beralamat di | GcIEINNG
.  Kabupaten

Wakatobi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah telah dikaruniai 4
(empat) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi namun saksi
tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga
sekarang;
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- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah
datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk
Penggugat;
2. I - p:t tanggal lahir Mola
Utara, 28 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat kediaman di | GcTcTzNGGEGE
I <-bupaten Wakatobi, Provinsi

Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama
B o ergugat bernama [
karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah, dan telah lama menikabh;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian

pindah ke rumah bersama yang beralamat di ||| GGG
. < abupaten

Wakatobi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah telah dikaruniai 4
(empat) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi merantau hanya
1 (satu) kali mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat pernah menyuruh

Penggugat mengurus perceraian;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan
saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah
datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk
Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan
dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah
hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang
berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/lzin Sidang
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dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi
Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara
ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi
yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan untuk keperluan sehari-hari
hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat, dan pada Agustus tahun
2022, Tergugat merantau untuk pergi bekerja, namun selama hampir 2 (dua)
tahun merantau, Tergugat hanya mengirimkan uang sebanyak 1 kali saja
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kepada Penggugat, dan pada tanggal 14 November 2023, Tergugat memberi
tahu kepada Penggugat untuk mengurus berkas perceraian, dan puncak
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Agustus tahun 2022,
yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi
tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah
dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil,
dan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah
tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk
mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalil-
dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan atau setidak-tidaknya Tergugat
dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan
kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk
menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus
membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPerdata dan
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang
berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu
perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai
hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis) dibandingkan dengan
perkara perdata umum (vide Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan menghadirkan dua orang

saksi yaitu |
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Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk
Penggugat) sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2)
R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan
alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti
tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan
Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian
diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan
Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi
Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat
dan Tergugat) sebagai akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2)
R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan dalil Penggugat
pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut
telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 6 Januari 1991, Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat

pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai
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dan mempunyai kepentingan hukum (rechtsbetrekkingen) dengan gugatan
cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat
dalam persidangan mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap
sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg.),
keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (vide
Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu
Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat
kurang memberi nafkah kepada Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, Tergugat
tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban
layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas,
maka Hakim menilai merupakan bukti persangkaan yang menunjukan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi
Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan
kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, oleh karena itu Hakim
berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukiti
persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai
dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat
(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 6 Januari 1991, dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sejak awal terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang
berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain, antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling menjalankan
kewajibannya selayaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat
cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali
seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi maupun keluarga telah
bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua)
menuntut agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan
mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
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Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak
berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan
dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu
kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah
menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan
demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori
Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan
pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak
menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena
Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah
diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan

itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang
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menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi
Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak
kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling
mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas,
maka kategori Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya
gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa
faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat
prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar
keterangan keluarga Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat,
maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat
terbukti telah pecah (broken marriage) sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang menyatakan bahwa Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi
dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga
tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah
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tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai.
Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami
oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka
dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah)
kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau
Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan
dalil syar’i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- J8ie; Ol &2 Al Guss 5,53 Yliaw O Saw aiai sl HE
i a5 “Gliue Vg0 V" 1 JU6 slawg axde alll Lo alll

Ky -

wila9 51515 asls 2l 8ls;

Artinya : Dari Abu Sa’id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu,
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Tidak
boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri
dan orang lain (HR. ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat ( 2 )
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf
( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf ( f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat
dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf
( ¢ ) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam

kitab al-Fighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 529 yaitu:

Vel Y o5l Gl Slisill olall axdgs 53l Ml
a V|l Jg s
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Artinya : Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain,
karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat
pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan
Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( ¢ ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan
tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh
dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam
iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan
berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus
membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam
perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan
pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam
diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk
kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([ GcCNGGEEEE
Il terhadap Penggugat (I

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada
hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 29 Safar
1446 Hijriyah oleh Arsyad, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini ucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta telah diunggah
melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu
oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Arsyad, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Raflina Abunuru, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Pemanggilan : Rp48.000,00
4, PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00 +
Jumlah : Rp193.000,00(seratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah);
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



